
BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: Z TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2O2O

B I S MILLAH IRRAH MAN IRRAH IM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Pidie Nomor
1 Tahun 2O2A tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 202A, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Pidie tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun Anggaran 2A2A sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBKPidie Tahun Anggaran 2A2O;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2AO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
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7. undang-undang Nomor 1 1 Tahun 2oo1 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6331;

8. undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a9);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AU
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

iL. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2A14 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AM Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40281;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Perafuran
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2Afi tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2A1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O2r,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2OI2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Al2 Nomor l7l, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53a0);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 ?ahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a575); A
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576\, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlA tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraiuran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a61a\

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OAT tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7831;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

21.. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52721;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 20i5 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Al4 tentang Peraturan
Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
57r71;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2AL4 tentang Dana Desa
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168,
Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerjntah Nomor 8
Tahun 2AL6 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2afi tentang pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A1,2
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6Oa\;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2ALT tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun zAD tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63221;

27. Perafi:r":an Presiden NomorTS Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2O2O (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor
22Al;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Repubiik
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun zOlL tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 45O) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 15);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol9 tentang
Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2A2A (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL9 Nomor 655);

31. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2A2O
(Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2O2O Nomor O1);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN
ANGGARAN 2O2O.
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2A2O terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp243.371.22O.62G,-
b. Dana Perimbangan Rp1.232.287 JA6.00O,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp764.755.007.689.-

Jumiah Pendapatan

2. Beianja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai
2) Belanja bunga
3) Belanja subsidi
4) Belanja hibah
5) Belanja bantuan sosial
6) Belanja bagi hasil
7) Belanja bantuan keuangan
8) Belanja tidak terduga

b. Belanja Langsung
1) Belanja pegawai
2) Belanja barang dan jasa
3) Belanja modal

Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

Ptp.2.24O.4 1 3.334.3 1 5,

Rp695.728.411 .751,-
Rp

0r-

o,-
Rp 150.000.O0O,-
Rp 6.372.0O0.0O0,-
Rp12.97I.479.258,-
Rp 2.487.803.030,-
Rp72I.97 4.263.953,-
Rp 5.219.00O.O00,-

Rp158.337.675.147,-
Rp385.100.315.550,-
Rp263.9a4.716.423,-

Rp2.252.285.665. 1 12.-
Rp (1L.872.33A.7971,-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp11.872.330.797,-
Rp

Jumlah Pembiayaan Netto Rp LL.872.33O.797.-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan: Rp O,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

peraturan ini dituangkan
satuan kerja perangkat
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di I Sigli
Pada tanggal , 7o Januari 2A2AW

E Jumadil Akhir L44tH

V&ur*, E,?[

Diundangkan di
Pada tanggal

: Sigli
: ?o.l

5 Jumadil Akhir 1441 H

II SEKRETARIS DAERAH ,(W 
KABUPATEN PIDIE, ,

IDHAM

BERITA DAERAH KABUPA PIDIE TAHUN 2O2O NOMOR O.z


